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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

 

Berdasarkan perumusan pada Bab I dan pembahasan Bab I sampai Bab V 

di atas maka  diperoleh kesimpulan berikut : 

1. Bahwa pengaturan perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam UU RI No. 

31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 

tentang Pemberantasan Korupsi. Bahwa dasar hukum/regulasi, bagi Jaksa 

untuk melakukan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di atur 

dalam UU No. 16/2004, UU No. 15/2006, UU No. 19/2003, UU                  No. 21/2011, 

UU No. 8/1995, UU No. 15/2006, UU No. 23/2014, UU No. 19/2019, UU No. 

28/1999, UU No. 11/2020  dan UU No. 40/2007, Peraturan Presiden No. 

12/2021. Fungsi Jaksa disini adalah memberikan peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum, melakukan penyelidikan 

dan penyidikan. 

Bahwa dasar hukum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi 

diatur dalam UU                  No. 16/2004 dan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2021, UU 

No. 8/1981. Sedangkan terkait fungsi Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana 

korupsi dengan pendekatan Restorative Justice belum diatur dalam undang-

undang maupun dalam peraturan Kejaksaan yang ada adalah terkait 

penyelesaian tindak pidana umum dengan Restorative Justice yang diatur 
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dalam Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Walaupun sebenarnya model 

penyelesaian tindak pidana dengan Restorative Justice ini sudah ditemukan 

dalam norma-norma hukum adat, hukum agama, serta beberapa hukum positif 

antara lain UU No. 11/2012 tentang Sistim Peradilan Anak, UU No. 23/2004 

tentang KDRT, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU Darurat No. 7/1955 

tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo 

UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1955, 1983 tentang 

Kapabeanan, UU No. 8/1995  tentang Pasar Modal. 

2. Urgensi Jaksa dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan 

pendekatan Restorative Justice, secara faktualnya dengan cara mengalihkan 

(tu Divert) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan 

(afdoening buiten process) pada kasus- kasus korupsi dengan tindak pidana 

yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah), dengan cara penuntut umum menghentikan penuntutan 

dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), 

peran Jaksa disini adalah sangat menentukan sebagai pelaksanaan kekuasaan 

negara dalam penuntutan dengan mengoptimalkan penerapan kewenangannya 

tersebut sesuai asas dominus litis sehingga dapat meminimalisir penyelesaian 

perkara secara formalistik yang memakan waktu lama serta mengoreksi 



456 
 

456 
 

pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan selama ini dengan pendekatan 

birokratis, sentralistik serta pertanggung jawaban hierarkis.  

3. Konsep ideal penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan 

Restorative Justice adalah bisa menerapkan asas subsidiaritas yaitu asas yang 

menyatakan bahwa hukum pidana   seyogyanya sebagai langkah akhir yaitu 

penerapan asas premum remidium kemudian ultimum remidium dengan model 

keadilan restitutif dan restoratif yang membedakan dengan keadilan retributif 

yang selama ini berjalan serta mempertimbangkan cost and benefit dan aset 

recovery dengan cara penghentian penuntutan atau penerapan konsep 

perjanjian penundaan penuntutan dengan cakupan aturan-aturan: a. Penutupan 

perkara demi kepentingan hukum, b. Syarat-syarat penghentian penuntutan, c. 

Tata cara perdamaian yang terdiri dari upaya perdamaian dan peroses 

perdamaian, dan d. Penahanan. Konsep keadilan restorative dalam 

penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan dengan dengan melibatkan 

pelaku, korban yaitu negara/instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D yang 

mengalami kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukan pelaku, 

keluarga pelaku dan pidak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan bukan pembalasan yang dimediasi oleh Jaksa  dengan 

memperhatikan kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepentingan 

hukum. Filosofinya adalah mengembalikan kepada keadilan semula dan 
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bukan untuk penjeraan sehingga diperlukan terobosan hukum baru dalam 

politik hukum yang mengatur fungsi Jaksa  untuk menyelesaikan tindak pidana 

korupsi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice dan penerapan 

asas lex posterior derogat legi priori. 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan : 

 

1. Agar pemerintah dan DPR memasukan materi tentang penyelesaian tindak 

pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice dalam perubahan UU 

KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Kejaksaan 

tetapi sebelum terbitnya perubahan UU  tersebut, hendaknya Jaksa Agung 

mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui 

pendekatan Restorative Justice. 

2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui 

restorative justice dalam rangka pemulihan kerugian negara (aset recovery) 

yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia. 

3. Dalam rangka meningkatkan fungsi Kejaksaan, perlu penataan oraganisasi 

dan tata kerja Kejaksaan dengan menambahkan Direktorat yang membidangi 

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan 

pendekatan Restorative Justice serta pengembalian aset recovery yang 

berada di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 

Kejaksaan Agung RI. 
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